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BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 35 TAHUN 2026
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah
Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2026 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
dan Eyaluasi Penyelenggaraan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indnesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sambas 56);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2025
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Sambas Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sambas Tahun 2026 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2026
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2026 Nomor 3)



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1
Laporan realisasi anggaran Tahun Angaran 2025 terdiri atas :

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 301.165.389.545,23

2. Dana Transfer Rp. 1.777.985.904.685,00

3. Lain-Lain Pendapatan Rp. 0,00
Daerah Yang Sah (+)
Jumlah Pendapatan Rp. 2.079.151.294.230,23

b. Belanja :

1. Belanja Operasi
a) Belanja Pegawai Rp. 678.279.921.839,35
b) Belanja Barangdan Jasa Rp. 659.053.677.953,50
c) Belanja Bunga Rp. 2.592.913.076,71
d) Belanja Subsidi Rp. 0,00
e) Belanja Hibah Rp. 94.597.254.005,00
f) Belanja Bantuan Sosial Rp. 584.000.000,00 (+)

Rp. 1.435.107.766.874,56
2. Belanja Modal

a) Tanah Rp. 897.921.000,00
b) Peralatan dan Mesin Rp. 55.745.260.519,00
¢) Gedungdan Bangunan Rp. 97.956.962.554,00
d) Jalan,JaringandanlIrigasi Rp. 151.237.227.711,00

e) Aset Tetap Lainnya Rp. 14.405.389.280,00
f) Aset Lainnya Rp. 0,00 (+)
Rp. 320.242.761.064,00
3. Belanja Tak Terduga Rp. 99.763.180,00
4. Belanja Transfer
a) Belanja Bagi Hasil Rp. 7.273.069.956,00
b) Belanja Bantuan Rp. 288.890.383.948,00 (+)
Keuangan

Rp. 296.163.453.904,00
Jumlah Belanja Rp. 2.051.613.745.022,56

Surplus / (Defisit) Rp. 27.537.549.207,67



C. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan Rp. 134.648.338.209,33
Daerah

2. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 148.600.000.000,00
Daerah (-)

Jumlah Pembiayaan Netto  Rp. (13.951.661.790,67)

Sisa Lebih Pembiayaan Rp. 13.585.887.417,00
Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 2
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan
Realisasi Anggaran.

Pasal 4
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran 1.1 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 12 Agustus 2026

BUPATI SAMBAS,
TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 12 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD
FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026 NOMOR 35

: 7 'Salinap sesuai dengan aslinya
KEP “}BAGIAN HUKUM,




PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran I

Peraturan Bupati Sambas
Nomor 35 Tahun 2026

Tentang
Penjabaran

Pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pelaksanaan
Daerah

Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025

S Jumliah (Rp) Bertambah/Berkuran
Kode Snaian Anggaran Realisasi Rp gﬁ,

4 |Pendapatan Daerah 2.127.127.010.802,00 2.079.151.294.230,23 47.975.716.571,77 97,74
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 325.503.974.584,00 301.165.389.545,23 24.338.585.038,77 92,52
Pajak Daerah 111.437.914.476,00 88.209.658.712,45 23.228.255.763,55 79,16
Retribusi Daerah 175.176.555.044,00 175.949.254.940,30 |- 772.699.896,30 | 100,44
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.885.787.658,00 3.885.787.658,00 = 100,00
Lain-lain PAD yang Sah 35.003.717.406,00 33.120.688.234,48 1.883.029.171,52 94,62
Pendapatan Transfer 1.801.623.036.218,00 1.777.985.904.685,00 23.637.131.533,00 98,69
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.718.993.009.000,00 1.687.122.144.040,00 31.870.864.960,00 98,15
Pendapatan Transfer Antar Daerah 82.630.027.218,00 90.863.760.645,00 |- 8.233.733.427,00 | 109,96
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - - k
Pendapatan Hibah - E B
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- - = T
Undangan

5 |Belanja Daerah 2.209.760.872.279,00 2.051.613.745.022,56 | 158.147.127.256,44 | 92,84
Belanja Operasi 1.535.033.525.024,00 1.435.107.766.874,56 99.925.758.149,44 | 93,49
Belanja Pegawai 696.700.882.046,00 678.279.921.839,35 18.420.960.206,65 97,35
Belanja Barang dan Jasa 703.642.268.729,00 659.053.677.953,50 44.588.590.775,50 | 93,66
Belanja Bunga 2.875.000.000,00 2.592.913.076,71 282.086.923,29 90,18
Belanja Subsidi = = - -
Belanja Hibah 131.005.174.249,00 94.597.254.005,00 36.407.920.244,00 72,20
Belanja Bantuan Sosial 810.200.000,00 584.000.000,00 226.200.000,00 72,08




Kode Haidii Jumiah (Rp) Bertambah/Berkurang
Anggaran Realisasi Rp %
Belanja Modal 363.976.413.899,00 320.242.761.064,00 43.733.652.835,00 87,98
Belanja Modal Tanah 903.200.000,00 897.921.000,00 5.279.000,00 | 99,41
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57.776.265.092,00 55.745.260.519,00 2.031.004.573,00 96,48
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.258.251.852,00 97.956.962.554,00 2.301.289.298,00 97,70
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 190.594.712.055,00 151.237.227.711,00 39.357.484.344,00 79,35
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 14.443.984.900,00 14.405.389.280,00 38.595.620,00 99,73
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - = E g,
Belanja Tidak Terduga 325.000.000,00 99.763.180,00 225.236.820,00 30,69
Belanja Tidak Terduga 325.000.000,00 99.763.180,00 225.236.820,00 30,69
Belanja Transfer 310.425.933.356,00 296.163.453.904,00 14.262.479.452,00 95,41
Belanja Bagi Hasil 7.273.069.956,00 7.273.069.956,00 5 100,00
Belanja Bantuan Keuangan 303.152.863.400,00 288.890.383.948,00 14.262.479.452,00 95,30
Surplus/Defisit 82.633.861.477,00 27.537.549.207,67 |- 110.171.410.684,67 |- 33,32
6 |Pembiayaan Daerah 82.633.861.477,00 |- 13.951.661.790,67 96.585.523.267,67 |- 16,88
Penerimaan Pembiayaan 231.233.861.477,00 134.648.338.209,33 96.585.523.267,67 58,23
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 7.115.338.209,00 7.115.338.209,33 0,33 | 100,00
Pencairan Dana Cadangan - - 2 4
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - & E
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - 4 B
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan - U 2 v
Perundang-Undangan
Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah (DAD) - - Z -
Penerimaan Pinjaman Daerah 224.118.523.268,00 127.533.000.000,00 96.585.523.268,00 56,90
Pengeluaran Pembiayaan 148.600.000.000,00 148.600.000.000,00 - 100,00
Pembentukan Dana Cadangan - - z g
Penyertaan Modal Daerah 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 - 100,00

Pemberian Pinjaman Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan

PerundangUndangan




Kode Uraian Jumlah (Rp) S Bertambah/Berkurang
Anggaran Realisasi Rp %
Pembentukan Dana Abadi - - E <
Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah 146.600.000.000,00 146.600.000.000,00 - 100,00
Pembiayaan Netto 82.633.861.477,00 |- 13.951.661.790,67 96.585.523.267,67 |- 16,88
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) - 13.585.887.417,00 X
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